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Dibandingkan dengan negara tetangga dilingkunganAsia Tenggara, pembiayaan kesehatan di Indonesia
masih relative kecil. Sebelum krisis, biaya kesehatan adalah sekitar 2,5 % GDP atau sekitar $ 12.00 per
kapita per tahun. Jumlah tersebut menurun drastis menjadi rata-rata dibawah $ 1.00 atau dibawah
Rp.10.000; /capital tahun karena adanya krisis yang berkepanjangan ditambah dengan inflasi biaya
kesehatan yang tinggi.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang peta pembiayaan sektor kesehatan melal ui
ingtitusi pemerintah menurut sumber dan alokasinya di Kabupaten Lampung Selatan untuk periode tahun
2003. Ruang lingkup penelitian dilakukan di Kabupaten Lampung Selatan yang meliputi Dinas K esehatan,
RSU Kalianda, BKKBN, Dinas PU, Badan PMD, yang kesemuanya yang bersumber dari sektor publik dan
memakai dasar alokasi. Pengumpulan data dilakukan dengan kajian dokumen dan melakukan wawancara
mendalam dengan informan terpilih.

Studi ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran pembiayaan sektor kesehatan adalah sebesar Rp. 41.857,38
atau US $ 4.87 per kapita per tahun. Angkadinilai cukup karena sudah memenuhi standard per kapita dari
Bank Dunia sebesar Rp.41.174,-

Walaupun jumlahnya sudah besar, tetapi alokasi dana belum mengacu pada program prioritas, yakni zona
pantai sehat, peningkatan mutu pelayanan kesehatan, dan peningkatan manajemen pelayanan. Hal ini
terbukti dari minimnya aokasi dana untuk program-program tersebut, dibandingkan dengan program lain
yang tidak menjadi prioritas. Disamping itu juga peruntukkan alokasi dana untuk program dimaksud kurang
mendukung untuk keberhasilan suatu program. Lebih banyak ditemukan mata anggaran yang bersifat
umum, belum spesifik untuk menjangkau sasaran program yang diharapkan.

Dari wawancara mendalam didapat informasi bahwa sektor kesehatan menjadi salah satu prioritas untuk
mendapat prioritas perolehan dana-APBD. Sedangkan dari hasil perhitungan pembiayaan diperoleh bahwa
sektor kesehatan mendapat alokasi dana 6,12% dari APBD, masih lebih rendah dari alokasi dana beberapa
sektor lain.

Sebagal kesimpulan bahwa dari analisis kecukupan, alokasi dana sudah memadai karena sudah memenuhi
standard Bank Dunia. Namun dari analisis terhadap program prioritas, alokasi anggarannya tidak sesuai

dengan besarnya proporsi yang ditetapkan untuk suatu program prioritas.

Disarankan agar dalam menyusun perencanaan anggaran, menyesuaikan dengan program prioritas yang
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telah disusun, dengan cara meningkatkan alokasi pembiayaannya, disamping jugajenis kegiatan, sifat
program, dan mata anggaran harus lebih menyentuh kepentingan rakyat.
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<hr><i>Compared to neighbor countries within South East Asia, health financing in Indonesiaisrelatively
still little. Prior to crisis, the GDP share for health is about 2.5% or about $ 12.00 per capita per year. This
amount was drastically reduced to average below $ 1.00 or below Rp 10,000 per capita per year due to
prolonging crisis and added by high inflation rate of health cost.

Thisresearch aims at getting a description of map of health financing of government institutions based on
sources and its allocation in the District of Lampung Selatan for the period of 2003. The scope of research is
including District Health Office, General Hospital Kalianda, Family Planning, Civil Work Office, and
Community Empowerment Board; which isall fund are from public sector and is using allocation based
method. Data collected by literature review and in-depth interview with selected informer.

This study shows that budget allocation for health sector is about Rp 41.857,38 or US$ 4.87 per capita per
year. Thisfigure is adequate and met with the standard per capita from the World Bank at Rp 41.174.

Although the amount of allocation is big, however the alocation is not line with program priority such as
healthy beach zone, and improvement quality and management of health service. This evidence can be seen
from the low amount of budget allocation compared to program, which is not a priority. Beside that, the
purpose of allocated fund for program is not directly support the success of program. Mostly found that
budget lineis still using general category and not yet specifically to reach to the expected target program.

From in depth interview shows that health sector is priority to get government allocation fund. Meanwhile
from computation shows that health sector get only 6.12% of total government allocation fund, and this
figureis still below other sectors.

As conclusion, from the viewpoint of adequacy, budget allocation is met to the standard of the World Bank.
However, from the viewpoint of program priority, budget allocation is not inline with the proportion of
predetermined program priority.

Suggested that in the process of budget planning has to follow program priority that is predetermined before,
increasing the allocation of budget, variety of activities, type of program, and budget lines has to fulfill the
need of people.</i>



